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SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 14  TAHUN 2022

TENTANG
S'iTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DAL 6 M PEI\ YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENG kN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang :  a .  bahwa  untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta
pelayanan publ ik  yang berkualitas dan terpercaya,
cliperlukan s is tem pemerintahan daerah berbasis
&lektronik;

Mengingat

11

b. l ,ahwa untuk  memberikan a c u a n ,  pedoman dan
panduan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik d a l a m  penyelenggaraan Pemerintahanan
Daerah, perlu dibuatkan pengaturannya;

c. I l ahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana
iimaksud d a l a m  h u r u f  a  d a n  h u r u f  b ,  p e r l u
menetapkan Peraturan Wa l i  Ko ta  tentang Sistem
I 'emerintahan B e r b a s i s  E l e k t r o n i k  d a l a m
I;enyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor  4  Ta h u n  1 9 9 4  ten tang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat  I I  Pa lu

r (  mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994



Nomor 38 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor  2 3  Ta h u n  2 0 1 4  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta h u n  2 0 1 4  N o m o r  2 4 4 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1  Ta h u n  2022 tentang Hubungan
Keuangan A n t a r a  P e m e r i n t a h  P u s a t  d a n
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta h u n  2 0 2 3  N o m o r  4 ,  Ta m b a h a n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan P E I  ATURAN W A L I  K O T A  T E N T A N G  S I S T E M

PEI ilERINTAHAN BERBASIS  ELEKTRONIK D A L A M
PEI IYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Perat .. ran W:tli Kota ini yang dimaksud :
1. Te k n o k  i  Infor -nasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK

adalah s u a t t  t e k n i k  u n t u k  mengumpu lkan ,  meny iapkan ,
menyirr pan, n  iemproses, mengumumkan, m e m b u a t  l a p o r a n ,
mengar l is is,  memindahkan informasi d a n /  a t a u  menyebarkan
informs = c antar media.



2. S i s t e m  1'- merin :ahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat
SPBE a :  alah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
TIK unti t c mem ierikan layanan kepada pengguna SPBE.

3. T a t a  K  !Lola P B E  a d a l a h  kerangka k e r j a  y a n g  memast ikan
terlaksa - anya Dengaturan, pengarahan, d a n  pengendalian dalam
penerap 3 n SPBE secara terpadu.

4. M a n a j e r  tan S F  BE ada lah  serangkaian proses u n t u k  mencapai
penerap 3 n SPB F, yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta
layanan >PBE y Ong berkualitas.

5. L a y a n a r  SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1  (satu) a tau
beberap fungsi  aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

6. A r s i t e k t  r  SPBE Pemerintah Daerah y a n g  selanjutnya d isebut
Arsitekt a r SPBE adalah kerangka dasar  yang  mendeskripsikan
integras p r o s 4 ' s  bisnis, data  dan informasi, infrastruktur SPBE,
aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE un tuk  menghasilkan layanan
SPBE yE rig terir tegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

7. P e t a  Re cana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Peta Re -.cana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah
dan lan kah  p  myiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi
yang dit !-apkan di Pemerintah Daerah.

8. P r o s e s  i i s n i s  <Ldalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan
saling t  icai t  d clam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pu  sat
dan Pen t rintah Daerah.

9. D o m a i n  adalah sebuah s t r ing  pengenal yang digunakan u n t u k
mengid€ r tifikas s e b u a h  server a t a u  m a i l  server p a d a  sebuah
jaringan compu :er ataupun internet.

10. Infrastr t  . ctur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak,
dan fas Etas yE rig menjadi penunjang utama un tuk  menjalankan
sistem, Eplikas:, komunikasi data, pengolahan dan  penyimpanan
data, p  .angka integrasi/penghubung, d a n  perangkat elektronik
lainnya.

11. In f rast r i  Ltur KILusus Perangkat Daerah adalah infrastruktur khusus
yang dilcituhkan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung
uraian A g a s  c  an fungsi  mel iput i  namun t i dak  terbatas seperti
sistem s !asor i n  radio frequency identification.



12. Ja r inga t  Lokal yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok
komput •  dengk n perangkat pendukungnya yang terhubung d a n
dapat bc!komut iikasi dalam area kerja tertentu.

13. Jaringai L Jarak Jauh yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau
lebih LA !̀ yang .erhubung dan dapat berkomunikasi.

14. Pusa t  I  Ilia a d  alah fasil i tas yang digunakan u n t u k  penempatan
sistem i  ektron k dan komponen terkait  lainnya un tuk  keperluan
penemp t:an, pt!nyimpanan dan pengolahan data, dan  pemulihan
data.

15. Jaringat. In t ra  adalah janngan interkoneksi tertutup berupa LAN
dan/ a t  . I WAN yang menghubungkan an tar Perangkat Daerah.

16. Sistem P e t  Lghubung L a y a n a n  a d a l a h  p e r a n g k a t
integras , pengh abung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE
antar F!rangka t Daerah d a n  antara  Perangkat Daerah dengan
instansi I 'usat.

17. Apl ikasi  SPBE a dalah satu atau sekumpulan program komputer dan
prosedu . yang  dirancang u n t u k  melakukan tugas  a t a u  fungs i
Layanar. 3PBE.

18. Apl ikas i  Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, d a n
digunak t a s e c  era b a g i  p a k a i  o l e h  i ns tans i  p u s a t  d a n / a t a u
Pemerin ; Lh Dae: -ah.

19. Apl ikas i  K h u s  us a d a l a h  A p l i k a s i  S P B E  y a n g  d i b a n g u n ,
dikemba r gkan, digunakan, dan  dikelola oleh instansi pusat atau
Pemerin < Lh Da€ rah tertentu un tuk  memenuhi kebutuhan khusus
yang bu::: rn keb ituhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

20. Keaman. t a SPE E adalah pengendalian keamanan yang  terpadu
dalam I  BE yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan,
ketersed Lan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber
daya ter [4 ait da a dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi
SPBE.

21. A u d i t  TI1: adah Lh proses yang sistematis un tuk  memperoleh dan
mengeve [Iasi bi Lkti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan
untuk n c netapl t i n g k a t  kesesuaian antara T I K  dengan kr i ter ia
dan/ atz i standar yang telah ditetapkan.



22. Penggui L.3 SPBE. adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai
Aparatu r Sipil Iiegara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan
pihak la y a n g  memanfaatkan Layanan SPBE.

23. Perangk 3t Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai
telah n p u  membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi
dan/ a t  .-1 infra:truktur SPBE.

24. Perangk i D a e  -ah W a l i  D a t a  ada lah Perangkat Daerah y a n g
memilik: w e w e n a n g  m e m b u a t  ( c rea te ) ,  m e m b a c a  ( r e a d ) ,
memper ) aharui (Perangkat Daerahate), dan menghapus (delete) data
tertentu esuai  dengan uraian tugas pokok dan fungsinya.

25. Perangkt :  Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang
berdasai I an uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung
jawab u1 E ma lay anan terkait.

26. Keaman. L.) Infor nasi adalah perlindungan data dan informasi dalam
SPBE I  ari a  cses, penggunaan,  pengubahan,  penggandaan,
penyeba .41n, per .ghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh
pihak ya g  tidal. berwenang.

27. Pelayam. i L Level 1 adalah staf atau un i t  di  Perangkat Daerah yang
memiliki tugas dan wewenang sebagai p ihak pertama dan satu-
satunya y a n g  dihubungi pengguna layanan T IK  ( s i n g l e  point
contact) u n t u l :  m e l a p o r k a n  d a n  meminta pertolongan terka i t
permasa Lhan T1K di Perangkat Daerah.

28. Pelayane r Level 2 adalah unit di Perangkat Daerah yang membidangi
Komunil i  .si dar. Informatika yang memiliki tugas dan wewenang
sebagai : i h a k  y  ang dihubungi Pelayanan Level 1 apabila terdapat
permasa h a n  TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan
oleh Pelz3anan Level 1 dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk
melaporl d a r .  meminta pertolongan terkai t  permasalahan T IK
yang dis l iakan langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi
Komunilb s i  dan Informatika.

29. Rencana 3embangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkai RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah u n t u k
periode ( l i m a ,  t a h u n  terhi tung sejak d i lant ik  sampai dengan

berakhin m a s  i jabatan Wali Kota.
30. Daerah a : alah K Dta Palu.



31. Peme Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur  penyelenggara
Pemerin': than D a e r a h  y a n g  m e m i m p i n  pelaksanaan U r u s a n
pemerin :than yang menjadi kewenangan daerah otonom.

32. Wa l i  Koi E W a l i  Kota Palu.
33. Perangk3t Daerah adalah unsur  pembantu Wal i  Kota dan DPRD

dalam i  enyelenggaraan U r u s a n  Pemerintahan y a n g  m e n j a d i
kewenai ;an Da rah.!,

Pasal 2
Ruang li r gkup c alam Peraturan Wali Kota ini meliputi
1. Ta t a  I :elola EiPBE;
2. M a r t  i emen ;SPBE;
3. A u d i :  TIK; dan
4. Pen  enggara,  Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
(1) Ta t a  Ke l a  SPBE bertujuan un tuk  memastikan penerapan unsur

SPBE se :Ira temadu.
(2) U n s u r  S DBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. A r s :  t .ktur PBE;
b. P e t i  Rencana SPBE;
c. r e m  aria dan anggaran SPBE;
d. P r o :  B i s n  is;
e. d a t a  . dan In 'ormasi;
f. I n f r  i3truktt,r SPBE;
g. A p l i  S P 1 3 E ;
h. K e a i r a n a n  PBE;  dan
L a y -rani.  SPBE.



Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 4
(1) A rs i t ek i  ix  SPE ,E bertujuan u n t u k  memberikan panduan da lam

pelaksa r aan in teg ras i  p r o s e s  b i s n i s ,  d a t a  d a n  in fo rmas i ,
infrastr: ktur P B E ,  Aplikasi SPBE, dan  Keamanan SPBE dalam
menghz i l kan  l a y a n a n  S P B E  y a n g  t e r p a d u  d i  l i ngkungan
Pemerit • ah Da( !rah.

(2) D o m a i r  arsitek tur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang
memua

a. E  r main E rsitektur proses bisnis;
b. E  main  E rsitektur data dan informasi;
c. E  main  E rsitektur infrastruktur SPBE;
d. E  z main E rsitektur Aplikasi SPBE;
e. E  ma in  2 rsitektur Keamanan SPBE;dan
f. E  r main e rsitektur Layanan SPBE.

(3) A r s i t e k  l i r  SPB d i s u s u n  dengan berpedoman pada arsitektur SPBE
Nasion; 1 , dan l tPJMD.

(4) P e n y u s :  nan E  rsitektur SPBE dikoordinasikan o leh  Ke tua  T i m
Koordir ; isi SPE E.

(5) P e n y u s  ; nan m asing -masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana
dimaks . d dikoordinasikan oleh:

a. E 'e rang l  at Daerah yang melaksanakan tugas dan  fungsi
[rganis: isi u n t u k  domain ars i tektur  Proses B isn is  d a n
ayanat i SPBE;

b. F e r a n g t  at Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang
ntuk c omain arsitektur data dan informasi;dan

c. F  erangt at Daerah teknis yang menyelenggarakan urusan di
idang K o m u n i k a s i  d a n  in format ika  u n t u k  d o m a i n
rsitektIr aplikasi, arsitektur infrasturktur, dan arsitektur
eaman an.

Pasal 5
(1) Pelaksai  tan SP 3E di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu

pada An atektur SPBE.



(2)

(3)

Arsitekt)r SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan e p u t u t a n  Wall Kota.
Arsitekt tr SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
untuk:
a. j a n  w a l e  to 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan

ses a i  jangka waktu RPJMD; atau
b. k u i  E ng d a  j a n g k a  waktu 5  (lima) t ahun  apabila Arsitektur

SPI 1 d i tetapkan pada saat tahun beijalan RPJMD.
(4) Perangk  3 t Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika

melakul < n revi te rhadap  Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud
pada ay 3 t (1) pada parch waktu dan tahun terakhir pelaksaanaan
atau sett iktu-waktu sesuai kebutuhan.

(5) Berdasa  - can ha sil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat
n peruliahan Arsitektur SPBE.

(6) Perubah n  Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksAr e kan dE ngan memperhatikan:
a. p e r : :  .urban t e k n o l o g i ;
b. k e b  _ tuhan Daerah;
c. p e n  y esuaia a atau perubahan Arsitektur SPBE nasional;
d. h a s  .1 pemat ttauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
e. p e r  i Jahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana

dim ksud  c talam Pasal 3 ayat (2) huruf  c sampai dengan huruf
i;at.
per i Dahan RPJMD;atau
kett i ituan i ▶eraturan perundang-undangan.

f.
g-

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 6
(1) P e t a  RE r icana SPBE d i susun  dengan berpedoman p a d a  Pe ta

Rencana SPBE Nasional, Arsi tektur SPBE, RPJMD, d a n  rencana
strategis 'emerii i tah Daerah.

(2) P e t a  Rewana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat

a. T  3 to Kele la. SPBE;



b. 1  /)anajen Len SPBE;
c. L y a n a n  SPBE;
d. 1  r frastrL tur SPBE;
e. L  )likasi SPBE;
f. I :  S P B E ;  dan
g. / I  idit tel:nologi informasi dan komunikasi

Peta Re: i :ana S DBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan E eputthian Wali Kota.
Peta Re: S  PBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
untukj :  _ tgka w aktu 5 (lima) tahun.
Perang1. t  Da{ !rah y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g
Komuni asi  d .  in In format ika melakukan r e v i u  te rhadap P e t a
Rencana. SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p a d a  p a r u h
waktu t a h u n  terakhir  pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai
kebutul a n.
Berdasa ,can s i l  reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilakuka _ i perul bahan Peta Rencana SPBE.
Perubal- E n Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksar .kan ch.ngan memperhatikan:
a. k e t  L tuhan Daerah;
b. p e r  I bahan RPJMD;
c. p e r  i bahan Arsitektur SPBE; dan/atau
d. k e t i  i t uan  peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 7
(1) Rencane Jan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai

dengan )  rnoses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah
Daerah.

(2) Rencana I a n  an ggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan
Peta Rer c ana SIDE.

(3) U n t u k  u a n  rencana d a n  anggaran SPBE, penyusunan
rencana a n  an€ garan SPBE dikoordinasikan Perangkat Daerah yang



menyelc r ggarakan urusan d i  bidang perencanaan pembangunan

Daerah.
(4) PerangkE t Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika

membeli <an re komendasi teknis kepada Perangkat Daerah dalam
penyus; t -Ian re; tcana dan anggaran SPBE.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 8
(1) Penyus i  t zan Moses Bisnis bertujuan un tuk  memberikan pedoman

dalam enggunaan data  dan  informasi serta penerapan Apl ikasi
SPBE, I ..!amaru Ln SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) Proses  E isnis ;;ebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
Perangl . t  Daerah Pemilik Layanan SPBE dengan berdasarkan paDA
Arsitekt L r SPBI;.

(3) Proses  i s n i s  yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk
mendul a tng p  .mbangunan pengembangan Ap l i kas i  S P B E  d a n
Layanat t SPBE gang terintegrasi.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 9
(1) S e t i a p  3!rangka.t Daerah menyediakan data dan Informasi sesuai

dengan I etentu an peraturan perundang-undangan.
(2) D a t a  da t Infor i  nasi sebagaimana dimaksud pada  aya t  (1)  h a r u s

memen1 t s t a t  idar keamanan, kerahasiaan, k e k i n i a n ,  a k u r a s i
serta . t u h a n  data dan informasinya.
Struktu r serta format data dan Informasi sebagaimana dimaksud
pada a.:•;kt (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
pembin, t d a t a  t i n g k a t  p u s a t  dengan  memperhat ikan p r i n s i p
interope i abilita; dan keamanan.

(4) Penggun Ian data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilal E anakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

(3)



(5) Dalam h a l  P e  rangkat Daerah i n g i n  menggunakan d a t a  m i l i k
Perangk 3 t Daerah lain melalui Sistem Penghubung Layanan, maka
harus r  1.ngaju: can surat  permohonan kepada Sekretaris D a e r a h
selaku 1oord in  ator SPBE d a n  di tembuskan kepada Perangkat
Daerah a n g  frenyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan
Informal i d a n  Perangkat Daerah Wali Data.

(6) S u r a t  p  -mohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) pal ing sedikit
memuat
a. p e n  ngguri ; jawab;
b. u n i  kerja;
c. m a l  ;ud, to ivan, dan kegunaan; dan
d. j e n i  3 dan brntuk data yang diperlukan.
Penolakt i i atas mra t  permohonan sebagaimana .dimaksud pada ayat
(5) dapaa dilaku: can apabila perangkat yang digunakan tidak berasal
dan alar 13.t. inter net yang termasuk dalam jaringan mil ik Pemerintah
Daerah . t a u  a  )abila penggunaan da ta  d i tu jukan u n t u k  tu juan
komersil I dipeidagangkan a t a u  b u k a n  d a l a m  rangka  layanan
pemerini E han.

(8) Persetuj i  i m ata u penolakan atas surat  permohonan sebagaimana
dimaksuf p a d a  aya t  (5) diberikan o leh Sekretaris Daerah a tas
rekomen asi  Per angkat Daerah Wali Data.

(7)

Pasal 10
(1) Per l indu  i gan k  eamanan, kerahasiaan, kek in ian,  aku ras i  s e r t a

keutuha: d a t a  c an Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) r  ienjad tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan
kewenan annya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-
masing F e ranglc.t Daerah.

(2) Pelaksan E an per lindungan sebagaimana dimaksud pada  aya t  (1)
dilakuka - d e n  gan berpedoman p a d a  k e t e n t u a n  p e r a t u r a n
perunda n g a n .
Pelaksan F. an pertindungan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)
dilakuka - denga n:
a. m e t -  ttapkar klasifi lcasi keamanan, pembatasan akses d a n

pen; n  keamanan lainnya;
b. m e r  a rapkar i otentikasi dan pendeteksian modifikasi;

(3)



(3)

c. m e  t jaga karahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak
be: venanE

d. m e  r jaga kinituhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
e. r r x r  jamin ketersediaan akses data dan Informasi oleh p ihak

ya t g berwonang.

Pasal 11
(1) D a l a m  7angka perl indungan keamanan, kerahasiaan, kekin ian,

akurasi serta i  eutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal [ 0  a y a t  (1),  Perangkat Daerah yang  membidangi
Komun Iasi d a n  I  nformatika menyusu  n keb i jakan  keamanan
Informs

(2) Keb i j ak  3 n Kear ianan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencal t tp:
a. p a t  [Wan ?enggunaan sarana-prasarana T I K  d i  l ingkungan

Pe: Lerintall Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor,
pet ggunas n akses intemet, pengaksesan data kantor baik dari
LA ,  WAN maupun intemet;

b. p a t  Juan membawa peralatan T I K  pr ibad i  k e  k a n t o r  d a n
mE r ,ghubungkannya d e n g a n  sarana-prasarana T I K  d i
ling {ungan Pemerintah Daerah (kebijakan b r i ng  y o u r  o w n
de ) ces);

c. k e  k ajiban s e t i a p  P e r a n g k a t  D a e r a h  u n t u k
mtr. gimplc mentasikan perangkat lunak  dan  perangkat keras
Ket nanan Informasi  d i  s is tem internal  Perangkat Daerah
ter s abut C.tau LAN, khususnya s i s t e m  T I K  yang langsung
ter 4 oneksi dengan intemet,

d. k e  4 ajiban mengimplementasikan p e r a n g k a t  l u n a k  d a n
pe: Lngkat keras Keamanan Informasi di sistem antar Perangkat
Da E rah a  tau WA N  s e r t a  memoni tor  Keamanan Informasi
kh susny.  d i  sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi
vit t bagi j; dannya Pemerintahan Daerah.

Kebijak I n Kearlanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku u n t u l :  s e m u a  Perangkat Daerah  penyedia d a t a  d a n
InformE i .



Pasal 12

(1) S e t i a p  I  trangkat Daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan
tugas ( t a l i  fungsi masing -masing Perangkat Daerah.

(2) B a s i s  d i  ta Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu
dengan y a n g  l a i n  s e r t a  d i ke lompokkan  s e s u a i  d e n g a n
kepentii.,;annya

(3) S e t i a p  k E Lompol: basis data tersebut dikelola oleh Wali data.

(4) U n t u k  it Lsis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai
dan wa j  b d i in  iplementasikan pada seluruh apl ikasi manajemen
pemerin : than Eesuai dengan hak akses masing -masing Aparatur
Sipil Nei ;i Ira.

(5) Untuk =  asis c  ata kependudukan ha rus  berbasis Nomor I n d u k
Kependi irlukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi
pelayan, t z publi k kepada warga.

Pasal 13

(1) Penyimy s nan d  ata di  lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan
secara t  pusa t  clan terintegrasi di Pusat Data.

(2) Penggur  < Lan P t  sat Data bertujuan u n t u k  meningkatkan efesiensi
dalam rt emanfa atkan sumber daya Pemerintah Daerah.

(3) P u s a t  D t a  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat
Data yait; digur akan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan
saling tE r hubun g.

(4) P u s a t  D t P e m  mintah Daerah berupa:
a. Pusat  Data I lasional; atau
b. Puss t D a t a  yang dibangun sendir i  o leh Pemerintah Daerah

apa1 i a Pus at Data Nasional belum menetapkan a tau  be lum
sesu 3i kriter is kebutuhan Pemerintah Daerah.

(5) P u s a t  CEta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) h u r u f  b dikelola
oleh Pe •. tngkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komuni. d a r  Informatika sebagai wali data.

(6) I n f r as t r i  ctur Pt sat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b haruE sesuai dengan standar y a n g  ditetapkan dan  ketentuan
perunda r g-unch ingan yang berlaku.

(7) S e t i a p  I  'crangla tt Daerah d i  lingkungan Pemerintah Daerah waj ib
menemr t k a n  data dan/atau servernya di Pusat Data.



(8) P u s a t  I  > lta se  Dagaimana dimaksud pada aya t  (7) menyediakan
jaminan -.:olocat on, keamanan server dan up-time server.

(9) D a l a m  I LI Pera: igkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri
sebagait C ana di :naksud pada ayat (7), maka Perangkat Daerah yang
menyeler ggarali an urusan dibidang Komunikasi dan  Informatika
menyed k a n  fa silitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi
perawat 3 n serve r di Pu sat Data.

(10) Perangk 3 t D a i  rah y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g
Komuni casi d a  1 Informatika mengintegrasikan seluruh basis data
dan l a y  anan a p l i k a s i  u n t u k  kepent ingan penyelenggraan
pemerin than, pembangunan ,  d a n  p e l a y a n a n  p u b l i k  d a n
kemasyt akata i  1.

(11) Dalam r ngka ii itegritas data di Pusat Data pada ayat (10), Perangkat
Daerah y 'ang menyelenggarakan urusan dibidang Komunkasi dan
Informa k a  m  elakukan pengelolahan d a t a  se te lah  mendapa t
persetuj a n  dar i Perangkat Daerah Pemilik Data.

Pasal 14

(1) S e t i a p  ! r a n &  Lt Daerah wajib melakukan pencadangan (back-up)
data se :  ara bcrkala kedalam server d i  P u  sat Da ta  Pemerintah
Daerah.

(2) Perangk t  D a l  'rah Y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g
Komuni asi d a  z Informatika melakukan koordinasi dan supervisi
terhada ) P e r e  ngkat D a e r a h  t e r k a i t  pe laksanaan kewa j i ban
pencade igan (b ack-up) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15
(1) S e t i a p  arangl< at Daerah dapat  menggunakan jasa Pihak Ketiga

dalam :).mban,;unan dan pengembangan aplikasi dan basis data
setelah b e r k  )ordinasi d e n g a n  p e r a n g k a t  d a e r a h  y a n g
menyele t .ggaral u r u s a n  dibidang Komunikasi dan Informatika.

(2) Pemban  unan  d a n  pengembangan ap l i kas i  d i l akukan  dengan
mempet at ikan s t anda r  metadata y a n g  t e l ah  di tetapkan o l e h
Pemerir t ah.

(3) D o k u m c i  itasi t  eknis aplikasi yang mel iput i  kode sumber ,  API,
Kebutul L in P e  ngguna, Rancangan Ap l ikas i ,  d a n  B a s i s  d a t a ,



Penguji i ri Apli<asi, Manual  Instalasi, Manual  Pengguna, Manual
Admin, Matad i ta ,  d a n  troubleshooting, w a j i b  diserahkan o l e h
Perangl. . t  Daerah kepada Dinas teknis yang membidangi urusan
Teknolo 2 i, Infor magi dan Komunikasi.

(4) Pemban  unan I a n  Pengembangan sistem aplikasi dan basis data
yang su iber  pembiyaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja a e r a h  maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik
Daerah.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 16
(1) Penggun a n  I n  frastruktur SPBE Pemerintah Daerah ber tu juan

untuk 17.eningkatkan efesiensi, keamanan, kemudahan integrasi
dalam t r i g k a  memenuhi  kebutuhan in f ras turk tur  SPBE b a g i
internal a n  ant it Perangkat Daerah.

(2) Pembani:- man a n  pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah
Daerah I t trus di lasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 17
(1) In f ras t ru4 tu r  SP 3E Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. P u s ,  t. Data;
b. J a r i  gan In. ra Pemerintah Daerah; dan
c. S i s t  n  Penthubung Layanan antar Perangkat Daerah, instansi

pem F. rintahi in daerah dan dengan Instansi Pusat.
(2) Perencar  a n ,  pe nbangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau

dan p e  gemba agan In f ras t ruk tu r  S P B E  Pemer in tah  D a e r a h
sebagain < ma d i  maksud p a d a  a y a t  (1)  h a r u s  didasarkan p a d a

Arsitektt SPBE.
(3) Penggun I n f  -astruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksu I pada ayat (1) di lakukan secara bagi pakai oleh internal
Peranglu i D a d  ah d a n  a n t a r  Perangkat Daerah,  d a n  s a l i n g

terhubui
(4) D a l a m  r  i g k a  rienjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE

sebagain ;ma d i  maksud p a d a  aya t  (1), Perangkat Daerah yang



membid t ngi i m u n i k a s i  d a n  Informat ika menyusun kebi jakan
terkait I i sfrastr Iktur SPBE.

Pasal 18
(1) Perangk  i t D  ierah w a j i b  m e n g g u n a k a n  s u b  d o m a i n

dari h t t  /  /pal ukota.go.id untuk Aplikasi SPBE dan situs layanan
informa; i yang { .ikelolanya.

(2) Perangk  i t Daerah menggunakan alamat email palukota.go.id untuk
berkomt i ikasi  !lecara Dinas.

(3) Perencan ian, p  engembangan dan  pengelolaan domain dan  email
sebagair t aria d i  maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di lakukan oleh
Perangk t DaerE h yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 1
Pusat Data

Pasal 19
Pusat D; L a Perri, mintah Daerah berupa:
a. P u s  F. t Data nasional; atau
b. P u s  t  Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam ha l

Pus. F. t Dat i  i nasional be lum ditetapkan a t a u  be lum sesuai
krit i s  keb utuhan Pemerintah Daerah.

(2) P u s a t  D3ta seb Igaimana dimaksud pada ayat (1) hu ru f  b dikelola
oleh Pe: ; Lngkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang
Komunil t s i  dan Informatika.

(3) S e t i a p  FE ranglq- D a e r a h  d i  lingkungan Pemerintah Daerah wajib
menemp E tkan d ata dan/atau servemya di Pusat Data.

(4) P u s a t  E ; ita sebagaimana dimaksud pada aya t  (1) menyediakan
jaminan oolocati)n, keamanan server dan perawatan server.

(5) Perangk  t: Daen ih Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri perangkat
komputu serve r ser ta  melakukan konfigurasi, operasional d a n
perawat L .1 server.

(6) D a l a m  1 .1 Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri
sebagair i Ina dimaksud pada  aya t  (5), Perangkat Daerah yang
menyele i ggarak an urusan dibidang Komunikasi d a n  Informatika



menyed ;Limn fLsilitas virtual private server beserta konfigurasi dan
perawat E n server di Pusat Data.

Pasal 20
(1) S e t i a p  =erangk at Daerah melakukan pencadangan (back-up) data

secaral),!rkala Ice dalam server di Pusat Data.
(2) D a l a m  - a l  Perangkat Daerah t idak dapat melakukan pencadangan

(back-u,) d a t a  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Perangkat
Daerah fang menyelenggarakan urusan d ib idang Komunikasi dan
Informe tika d a m t  melakukan pencadangan (back-up) data setelah
menday <<t persetujuan dan Perangkat Daerah pemilik data.

(3) Perang l  at D a  erah y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g
Komun Lasi den Informatika melakukan koordinasi dan supervisi
terhada r Perangkat  Daerah  sehubungan dengan  pelaksanaan
kewajib 3 n pencadangan (back-up) data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)

Pasal 21
Perangkat a e r a h  y a n g  membidangi Komunikas i  d a n  In format ika
menjamin k ahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat
Data sesuai n g a n  ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Paragraf 2

Pasal 22
(1) J a r i n g  i n t r a  .)emerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup

yang m ighubLingkan antar Perangkat Daerah.
(2) Penggu aan  Jaringan i n t ra  Pemerintah Daerah bertujuan u n t u k

(3)

menjag. L keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi
antar si rlpul ja-ingan dalam Pemerintah Daerah.
Setiap 3erang:cat Daerah h a r u s  menggunakan Jar inagn I n t r a
Pemerir4tah Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(4) P e m b a r  ;unan d a n  pengembangan i n f r a s t u r u k t u r  j a r i n g a n
dilingku r gan F  erangkat Daerah d i lakukan o leh  Perangkat yang
menyele ggarali aan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

(5) In f ras t r i  t ctur j  aringan y a n g  menghubungkan a n t a r  Perangkat
Daerah l i ke lo la  o leh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan I  ibidang Komunikasi dan Informatika.

(6) In f ras t r i  c tur  j4tringan l oka l  d i  Perangkat Daerah dikelola o leh
masing • - nasing Perangkat Daerah.

(7) PenyediA I. in laynnan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang
telah t c  r hubun g dengan infrastruktur jaringan loka l  Pemerintah
Daerah . i lakuk  an oleh Perangkat Daerah yang memyelenggarakan
urusan I  ibidang; Komunkasi dan Informatika.

(8) Perangk 3t Da4Tah  y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g
Komurn :asi d a n  I n f o r m a t i k a  me laksanakan  perencanaan,
pemban m a n ,  p e m e l i h a r a a n ,  p e n g o p e r a s i a n  d a n / a t a u
pengerri)ingan infrastruktur WAN hingga router Prangkat Daerah
seluruh Pemel in tah  Dae rah ,  t e r m a s u k  j a r i ngan  f i b e r  o p t i c
Pemerin t h  Dae rah.
Infrastri : ctur ja ingan Intra Pemerintah Daerah harus sesuai dengan
standar 5 ang e t a p k a n  dalam ketentuan perundang-undangan.

(9)

Pasal 23
(1) K o m p t r ( r  yang; terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur

jaringai. Peran gkat Daerah menggunakan I P  yang dikelola oleh
Perangi 4tt D a  .rah y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i dang
Komun: Lasi da i  Informatika.

(2) P e r a n g l  ; It D a e r a h  y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i dang
Komuniasi  dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempu T yai ke5Tenangan untuk penomoran IP.
Infrastr ; ktur I  AN Perangkat Daerah harus  dapat diperiksa oleh
Perangi Lt D a e r a h  y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i dang
Komun: a s i  dal i Informatika.

(3)

Pasal 24



(1) Perencalaan,  p!mbangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau
pengem' ) ingan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai
berikut:
a. P e r  rigkat Daerah yang  menyelenggarakan u rusan  dibidang

Koi unikas i d a n  In format ika  melaksanakan perencanaan,
pert 3angui tan, pemel iharaan,  pengoperasian d a n /  a t a u
pert embar gan infrastruktur  WAN h i n g g a  router Perangkat
Dat t ah u r u h  Pemerintah Daerah termasuk jaringan f iber
opt I : Peme: intah Daerah;

b. P e r t  agkat Daerah Mandi r i  T IK  melaksanakan perencanaan,
pen L )angur .an, pemel iharaan,  pengoperasian d a n /  a t a u
pen F emban gan infrastruktur  LAN d a n  Infrastruktur Khusus
Pert agkat Daerah  sesua i  dengan kewenangannya dengan
met r perhat ikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan

c. p e r  ! icanaa n, pembangunan,  pemeliharaan, pengoperasian
dar a tau  pengembangan infrastruktur oleh Perangkat Daerah
Mattl ir i  T I K  sebagaimana d imaksud p a d a  h u r u f  b  h a r u s
met ▶ lapatk in rekomendasi  d a n  Perangkat  D a e r a h  y a n g
met bidang i Komunikasi dan Informatika.

(2) Perencat L tan, riembangunan, pemeliharaan, pengoperasian d a n /
atau pe  i gemba lgan infrastruktur LAN dan  Infrastruktur Khusus
Perangk, t : D a r  rah s e l a i n  Pe rangka t  D a e r a h  M a n d i r i  T I K
dilaksan k a n  of .41 Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi
dan Info - natika

Pasal 25
(1) I n f r a s t r t  I s e  bagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus sesuai

standar y a n g  ditetapkan dengan berpedoman p a d a  ketentuan
peratura r perur dang-undangan.

(2) I n f r a s t r t  I :tur se' )agaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf  b
harus d  E pat d i  periksa o leh Perangkat Daerah yang membidangi
Komuni] d a n  Informatika.

Pasal 26



(1) S e t i a p  lk Tangkat Daerah menyerahkan diagram infrastruktur LAN
terkini p a d a  3erangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan

Informa ka .
(2) S e t i a p  '  n.angic D a e r a h  sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 1 )

melapoi I :an de :ail perubahan infrastruktur LAN apab i la  terdapat
perubalt. m i n i  rastruktur L A N  kepada Perangkat Daerah y a n g

membic n g i  Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 27

(1) Penggu aan i s t e m  Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
bertuju n  u n t u k  memudahkan dalam melakukan integrasi an tar
Layana z SPBE.

(2) S e t i a p  =a,rangk at Daerah menyediakan Sistem Penghubung Layanan
dalam r  Ingka integrasi data dan/atau Layanan SPBE Pemerintah
Daerah

(3) Sis tem Penghu bung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibangtt z oleh Perangkat Daerah Mandiri TIK atau oleh Perangkat
Daerah :rang m ambidangi Komunikasi dan Informatika.

(4) S is tem 'enghu bung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus . s u a i  .itandar yang ditetapkan dengan berpedoman pada
ketentt n  pera turan perundang-undangan.

Pasal 28
(1) Perangl i  r t D a  rah y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g

Komuni as i  c l a n  I n f o r m a t i k a  menyed iakan  i n t e m e t  u n t u k
penyele.lggaraa a SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) PerangI  E t D a  rah y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g
Komuni < asi clEn Informatika berwenang mengatur pemanfaatan
intemet d a n  pengendalian s i t us  yang  boleh diakses Perangkat
Daerah.



(3) Perangl< 3 t D a l  rah y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g
Komuni asi clan Informatika dapat membuka akses situs terlarang
apabila a d a  e n g a j u a n  d a r i  Perangkat Daerah d a l a m  rangka
melaksa r akan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Pasal 29
(1) D a l a m  r ngka r lemberikan Layanan SPBE, dilakukan perencanaan,

pemban p e m e l i h a r a a n  d a n /  atau pengembangan ap l i kas i
yang ter 1 Eri ataE
a. Apl ik  s i  Unit m; dan
b. Apl ik  s i  Khu >us.

(2) Ap l i kas i  u m u m  sebagaimana dimaksud pada  aya t  (1)  h u r u f  a
pemban, ; man I  Ian pengembangannya didasarkan pada arsitektur
SPBE dh r L dised: akan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan i l bidan Komunikasi dan Infromatika, antara lain:
a. a p l i  4 asi Per ancanaan;
b. a p l i  i asi Per ganggaran;
c. a p l i  as i  Per .gadaan Barang Jasa;
d. a p l i  4 asi AkI intabilitas Kinerja;
e. a p l i  as i  Per iantauan dan Evaluasi;
f. a p l i  4 asi Kek' .rsipan dan Perspustakaan;
g. a p l i  asi  Kei legawaian,
h. a p l i  i asi Per gaduan Pelayanan Publik;
i. a p l i  f asi lair .nya yang dibutuhkan oleh Daerah.
Setiap P .angka Daerah harus menggunakan aplikasi umum.
Peranglc D a e i  ah dapa t  menggunakan apl ikasi  sejenis dengan
aplikasi m u m  k..pabila:
a. t e l a  F mengpperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum

(lit( t apkan;
b. m e l  a kukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan

pen ;emban gan aplikasi sejenis;
c. M e l  3 kukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan

den 2 an pro .ies bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;dan

(3)
(4)



d. M e  - dapatE kan p e r t i m b a n g a n d a r i  m e n t e r i  y a n g
me - yelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi
dal t Inform atika.

(5) A p l i k a s i  :thusu$: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b dapat
dibangu - dan  i  likembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai
dengan t u g a s  pokok  d a n  fungs i  y a n g  da lam pelaksanaannya
berkoon nasi  c  engan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan bidan€  Komunikasi dan Informatika.

(6) A p l i k a s i  y a n g  dibangun d a n  dikembangkan Perangkat Daerah
sebagair Imo dimaksud ayat(5) harus memenuhi standar teknis dan
prosedu: pemba ngunan dan pengembangan Aplikasi khusus.

Pasal 30
(1) Perenca I aan, p e m b a n g u n a n ,  p e m e l i h a r a a n  d a n / a t a u

pengem. )mgan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus b !-dasarl A r s i t e k t u r  SPBE dan mendapatkan rekomendasi
dari 134 ,..angka : D a e r a h  y a n g  membidangi  Komun ikas i  d a n
Informa

(2) Pelaksar  r an pe -encanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau
pengemt .ngan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkr i  sebaf pi berikut:
a. p e r t  r Lcanaa 1, p e m b a n g u n a n ,  p e m e l i h a r a a n  d a n /  atau

pen. t.':mban,;an Aplikasi Umum dilakukan oleh instansi pusat
atal P e r a l i g k a t  D a e r a h  y a n g  menyelenggarakan u r u s a n
dibil ingKor nunikasi dan  Informatika dalam ha l  daftar resmi
Apli i  asi UT :rum belum ditetapkan oleh instansi  pusat  yang
berv,!nang atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah
Dae dr,

b. d a t a  ri hal  I lua atau lebih Aplikasi Umum dari  instansi pusat
belu r 1/ tidal : ter integrasi,  m a k a  Perangkat  D a e r a h  y a n g
men 5, eleng&trakan u r u s a n  d i b i d a n g  K o m u n i k a s i  d a n
Info nat ika dapat  merencanakan, membangun, memelihara
dan ' .tau rr engembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi
Umr -n, dan

c. p e r e  canaai 1, p e m b a n g u n a n ,  p e m e l i h a r a a n  d a n / a t a u
penipmbanl an Ap l ikas i  Khusus  d i lakukan o l e h  Perangkat



(3)

(4)

(5)

Dai.:.ah y a  ig menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi
dar Inform atika atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.

Aplikasi ;ebaga mana dimaksud pada a y a t  (1)  dioperasikan o leh
Perangk 3t Daer:th Pemilik Layanan.
Aplikasi ;ebaga mana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar
yang d i  t 1apka 1 dengan berpedoman pada  ketentuan peraturan
perunde t g-und.trigan.
Dalam 3E ngka :nenjamin ketersediaan Layanan SPBE sebagaimana
dimakstd pad:  i a y a t  (1) ,  Perangkat Daerah y a n g  membidangi
Komuni psi d a i  Informatika menyusun kebijakan terkait Aplikasi
SPBE.

Pasal 31
(1) Ap l i kas i  yang cibangun dan /  a tau dikembangkan oleh Perangkat

Daerah a r u s  dilakukan pengujian sebelum diimplementasikan ke
infrastrt : t u r  la'anan yang sebenamya.

(2) Ap l i kas i  ebagai rnana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
a. d o t  m e n  k butuhan perangkat lunak;
b. d o l ,  m e n  p arancangan aplikasi;
c. d o k  i men n tanual penggunaan aplikasi; dan
d. k o d  E sumbi!r (source code).
Aplikasi dan ke lengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ay : :  ( 2 )  1Larus diserahkan kepada Perangkat Daerah yang
menyele i ggarak an urusan dibidang Komunikasi dan  Informatika
untuk d c [okumcntasi dan disimpan dalam Repositori.
Hak cipi a t a s  tplikasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud
pada ay::: (1) da 1 ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.
Aplikasi tebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa
kesesuak n f u n  gsinya o leh Perangkat Daerah yang  membidangi
Komunf d a r .  Informatika.

(3)

(4)

(5)

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 32



(3)

(1) Keaman E n SPI1F, mencakup penjaminan:
a. k e r  3 hasiaa a, y a i t u  melalui penetapan klasif ikasi keamanan,

per i batasa a akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
b. k e t  T uhan, yaitu melalui pendeteksian modifikasi;
c. k e t  rsedial n, y a i t u  m e l a l u i  penyed iaan c a d a n g a n  d a n

per i ulihan
d. k e E  3  aitu melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan

val c Iasi; n
e. k e r  -rsanglialan, yai tu melalui penerapan tanda tangan digital

clan j a m i r  an p i h a k  ket iga terpercaya mela lu i  penggunaan
ser f i ka t  d

Setiap F f rangkE .t Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
Penerar En Kea -nanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan
prosedu r sesua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

(3)

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 33
(1) Layanar  SPBE ':erdiri atas:

a. l a y  t aan ad ministrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
b. l a y  t -tan pu blik berbasis elektronik.

(2) Layanar  a d z  rainistrasi p e m e r i n t a h a n  b e r b a s i s  e l e k t r o n i k
sebagai] r ana di maksud pada ayat (1) hu ru f  a merupakan Layanan
SPBE . . a g  mer dukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka
meningl t tkan I inerja dan akuntabillitas Pemerintah Daerah.
Layanar. publ i l :  berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1  h u r u f  b  merupakan Layanan SPBE yang  mendukung
pelaksa t aan pe ayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Lay4 L ian Ad ministrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik



Pasal 34
(1) Perangk t  D a i ! r a h  y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g

Komuni c asi dart Informatika dan Perangkat Daerah Pemilik Layanan
harus i  enyedi l a y a n a n  administrasi pemerintahan berbasis
elektron I: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) hu ru f  a
meliputi a y a n a l  yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan,
pengang E aran, I:euangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian,
kearsipe r., pen€ elolaan barang mi l ik  Daerah, akuntabilitas kinerja
organise i  dan kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi
perenca i d a n  penganggaran,  naskah d ivas  elektronik, d a n
layanan l a i n  s e s u a i  d e n g a n  k e b u t u h a n  i n t e r n a l  b i r o k r a s i
pemerin than.

(2) L a y a n a r  a d n  tinistrasi p e m e r i n t a h a n  b e r b a s i s  e l e k t r o n i k
diterapk 3n d e r  gan pembangunan d a n  pengembangan Ap l ikas i
Umum s z'bagain ana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf  a.

Paragraf 3
tyanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 35
(1) Layanan pub l ik  berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 v a t  (1 I huruf  b  meliputi layanan pengaduan masyarakat,
layanan l a t u  t t a  dan layanan lain yang mendukung kegiatan d i
sektor : a n ,  pengajaran, peker jaan d a n  usaha ,  t e m p a t
tinggal, o m u n i  kasi dan informasi, l ingkungan hidup, kesehatan,
jaminan osial,  energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam,
pariwisa t ,  dan ;ektor strategis lainnya.

(2) Layanan  pub l ik  berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Capat cikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan
publik d Pemeriatah Daerah_

(3) Layanan  p u b  ik b e r b a s i s  e l e k t r o n i k  d i t e r a p k a n  d e n g a n
menguta rlakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud
dalam 13; .; al 29 ayat (1) huruf  a.

(4) D a l a m  h 3 I layan an publik berbasis elektronik memerlukan Apl ikasi
Khusus, Perangkat Daerah dapat  melakukan pembangunan d a n



pengem ) angan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 ayat l )  hurt f b.

Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 36
(1) In tegra :  i Layar an SPBE merupakan proses menghubungkan dan

menyati i .can be berapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur
kerja La5anan

(2) I n t e g r a  i  Layanan  S P B E  d i te rapkan  d e n g a n  mengacu  p a d a
Arsitekt r  SPBE Pemerintah Daerah.

(3) I n t e g r a  i  Layar. an SPBE antar  Perangkat Daerah dikoordinasikan
oleh F  :rangke t D a e r a h  y a n g  membidangi  Komun ikas i  d a n
Informa ka.

BAB HI
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Pemerin k th Dae rah melaksanakan Manajemen SPBE sebagai berikut:
a. m a  -) ajemer risiko;
b. m a  I ajemer keamanan informasi;
c. m a  ) ajemer data;
d. m a  ) ajemer aset teknologi Informasi dan komunikasi;
e. m a  i ajemer cumber daya manusia;
f. m a  i ajemer pengetahuan;
g. m a  ) ajemer perubahan; dan
h. m a  i ajemer Layanan SPBE.

(2) Pedoma i pelak sanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud
pada k i t  (1) l i s u s u n  dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat
Daerah Ting ME mbidangi Komunikasi dan Informatika.



(3)

(1)

Perumiu E an r  edoman d a n  pe laksanaan  M a n a j e m e n  S P B E
sebagaii Lana dimaksud pada ayat (1) d a n  ayat (2) harus  sesuai
dengan 1 ledoma n yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang
ditetapliln sec, ira nasional dan/atau internasional dan ketentuan
peratur p e r u :  -Idang-undangan.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 38
Manaje: r .en ris: ko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf a bertujuan untuk  menjamin keberlangsungan SPBE dengan
memini Lalkan dampak risiko dalam SPBE.

(2) Mana je : ren  r i&ko  di lakukan melalui serangkaian tahapan proses
identifil4Lsi, a i  ialisis, pengendalian, pemantauan, d a n  evaluasi
terhada r i s i ko  dalam SPBE.

(3) Manaje ]  r en r  .siko sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )
dilaksar t &kan b rdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

(4) D a l a m  p e l a l u a n a a n  m a n a j e m e n  r i s i k o ,  P e r a n g k a t  D a e r a h
berkoor I Masi d e n g a n  Perangka t  D a e r a h  y a n g  memb idang i
Komuni as i  dai i Informatika dan Inspektorat.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 39
(1) Mana je i  - en K e  amanan Informasi sebagaimana dimaksud da lam

Pasal 7  a y  it ( 1 )  h u r u f  b  b e r t u j u a n  u n t u k  m e n j a m i n
keberlai L ;sunga n, S P B E  dengan  meminimalkan d a m p a k  r i s i k o
keaman 3n infor rnasi.

(2) Mana je i  - en K e  manan Informasi d i lakukan melalu i  serangkaian
proses y a n g  m e l i p u t i  penetapan r u a n g  l i n g k u p ,  penetapan
penanglitng jay 'ab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi
kinerja, f [an pe-baikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi
dalam c F BE.



(3) Manajei -en ken ianan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilaksai ; kan berdasarkan  p e d o m a n  m a n a j e m e n  K e a m a n a n

Informa 3 i SPBE,
(4) D a l a m  pelaksa naan manajemen keamanan informasi, Perangkat

Daerah b e r k  Jordinasi d e n g a n  P e r a n g k a t  D a e r a h  y a n g
menyekiggaral :an urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 40
(1) Manaje :  r en da  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37  ayat (1)

huruf c bertujt an untuk menjamin terwujudnya data yang akurat,
mutakh i t e r  integrasi, d a n  d a p a t  d i a k s e s  s e b a g a i  d a s a r
perenca r aan, p e l a k s a n a a n ,  e v a l u a s i ,  d a n  p e n g e n d a l i a n
pembar € unan i iasional.

(2) Manaje :  r en dal a dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan
arsitekt, r data data  induk, data referensi, basis data, dan kualitas
data.

(3) Manaje :  r en dat a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasa r kan pe loman manajemen data SPBE.

(4) D a l a m  p e l a k  anaan m a n a j e m e n  d a t a ,  P e r a n g k a t  D a e r a h
berkoor i inasi i engan  Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan c ibidan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima
Manajemen Aset TIK

Pasal 41
(1) Mana je i  r en aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7  ayat

(1) hurt  I d bert ajuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi
pemanf r ttan w et TIK dalam SPBE.



(2) Mana je r  a en a s  et T I K  d i l a kukan  m e l a l u i  serangkaian p r o s e s
perenca laan, p  mgadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat
keras d  a n pera: lgkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

(3) Mana je r  am as_ et T I K  sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 1 )
dilaksar k a n  b(Tdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.

(4) D a l a m  ) e l a k &  naan manajemen a s e t  T I K ,  Perangkat  Dae rah
berkoon l nasi c  lengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan Jibidang Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah
yang r  i myeler.ggarakan u r u s a n  pengelolaan a s e t  Pemerintah
Daerah.

Bagian Keenam
A [anajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 42
(1) M a n a j e r  s u r  aber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 7  a y a t  ( 1 )  h u r u f  e  b e r t u j u a n  u n t u k  m e n j a m i n
keberlar sunga 1 dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

(2) M a n a j e r t m  suraber daya manusia di lakukan melalui serangkaian
proses p e r e r  canaan, p e n g e m b a n g a n ,  p e m b i n a a n ,  d a n
pendaya iunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) M a n a j e r  t s u n  ber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) d i la l  anaka a berdasarkan pedoman manajemen sumber daya
manusi SPBE.

(4) D a l a m  ii.qaksar .aan manajemen sumber daya manusia, Perangkat
Daerah k erkoor linasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi
Komuni] : asi d .  I n f o r m a t i k a  d a n  Perangka t  D a e r a h  y a n g
menyele a ggarak m urusan pemerintahan d i  bidang kepegawaian,

n dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 43



(3)

(4)

(1)

(1) Mana je r  ten per igetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7
ayat (1) h u r u f  f  bertujuan un tuk  meningkatkan kualitas Layanan
SPBE da I r meneukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

(2) Mana je r  i m p e  igetahuan d i lakukan mela lu i  serangkaian proses
pengum ulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan  a l i h
pengetaluan den teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

(3) Mana je t l en  per igetahuan sebagaimana dimaksud pada a y a t  ( 1 )
dilaksar a Lkan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

(4) D a l a m  i  elaksa ' a n  manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah
berkoora nasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan I  Ibidank; Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasa1 44
(1) Manajer-.. en per ibahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(1) h u r  i. f g  I  ertujuan u n t u k  menjamin keberlangsungan d a n
meningl i tkan k u a l i t a s  Layanan  S P B E  m e l a l u i  pengendal ian
perubal- c n yank; terjadi dalam SPBE.

(2) Mana je r  en  per ubahan d i l a k u k a n  m e l a l u i  serangkaian p roses
perencalaan, a  nalisis, pengembangan, implementasi, pemantauan
dan eva t Iasi ter hadap perubahan SPBE.
Manajer len p e  rubahan sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  ( 1 )
dilaksar 1Lkan be rdasarkan pedoman manajemen perubahan. SPBE.
Dalam :e laksa man manajemen perubahan, Pe rangka t  D a e r a h
berkoori l nasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan l  ibidank; Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 45
Manajer a 5t1 Lay anan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) • iuru f  1 bertujuan un tuk  menjamin keberlangsungan dan
meningl 4Ltkan b ualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.



(2) M a n a j e  n  Lai anan SPBE dilakukan melalui serangkaian p roses
pelayan 3 n Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan S P B E ,  d a n

pengelo E an Aplikasi SPBE.
(3) Pe layan ]  n Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupa c an k c  giatan pelayanan te rhadap  ke luhan ,  gangguan,
masalal permintaan,  dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna

SPBE.
(4) Pengopf tasian .,ayanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupa c an K e g i a t a n  p e n d a y a g u n a a n  d a n  p e m e l i h a r a a n
Infrastr i ktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

(5) Pengelo .an Ar l ikas i  SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupa c an keg atan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang
berpedo -tan pada  metodologi pembangunan d a n  pengembangan
Aplikasi 3PBE.
Manajer- en La.ranan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksai tkan bi!rdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
Dalam i ngka relaksanaan manajemen Layanan SPBE, maka:
a. s e t  E p Perangkat Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang

sta. atau membentuk un i t  untuk melaksanakan uraian tugas
dar fungs i  sebagai teknisi TIK sekaligus Pelayanan Level 1; dan

b. P e r  3 ngkat Daerah yang  menyelenggarakan u rusan  dibidang
Koi unikaEi d a n  I n fo rma t i ka  m e m b e n t u k  u n i t  sebaga i
Pel. t ianan revel 2.

(8) Pelayan. L e v e !  1  sebagaimana dimaksud pada ayat (7) h u r u f  a
bertang3 m g  j a  wab u n t u k  menyelesaikan berbagai permasalahan
Layanar SPBE di tingkat Perangkat Daerah.

(9) D a l a m  i a l  Pf!layanan Leve l  1  t i d a k  m a m p u  menyelesaikan
permasE l Than Layanan  S P B E  d i  t i n g k a t  Perangkat  D a e r a h
sebagair-. ana d  .maksud pada ayat  (8), m a k a  Pelayanan Level 1
menyarr paikan permintaan solusi permasalahan ke Pelayanan Level
2.

(10) Pelayan. L 1 Level 2  bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan
Layanar 3PBE yang tidak mampu diselesaikan Pelayanan Level 1.

(1 1) Perangk r t D a (  rah y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g
Komuni: d a r  Informatika melakukan koordinasi dengan supervisi
antara r ie layanm Level 1  d i  masing-masing Perangkat Daerah

(6)

(7)



(3)

(4)

(5)

dengan pelaya -Ian Level 2  d i  Perangkat Daerah yang  dibidang

Komuni as i  dai i Informatika..
(12) Dalam :elaksa: iaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah

berkoor i inasi 11engan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan z ibidan Komunikasi dan Informatika.

BAB IV
AUDIT TIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46
(1) A u d i t  TI E I terdir atas:

a. a u i l  t Infrastruktur SPBE;
b. a u 4 !  t Aplik asi SPBE; dan
c. a u (  t  Kean .anan SPBE.

(2) A u d i t  TI m e l i p  it i  pemeriksaan hal pokok teknis pada:
a. p e r  crapan tata kelola dan manajemen TIK;
b. f u r ,  sionali tas TIK;
c. k i n  r ja  TIK yang dihasilkan; dan
d. a s r  c k TIK l ainnya.
Audit ' I I  K d i la  ksanakan o leh  lembaga p e l a k s a n a  A u d i t  T I K
pemerin a t a  u lembaga pelaksana Audi t  TIK yang terakreditasi
sesuai d Engan h etentuan peraturan perundang-undangan.
Audit '  ' K c i l a k s a n a k a n  b e r d a s a r k a n  k e b i j a k a n  u m u m
penyelei .;garaall Audit TIK.
Dalam 7 r elaksa 'akan Audi t  TIK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pe r  i rigkat Daerah yang menyelenggarakan u rusan  dibidang
Komunic asi d a  n Informatika berkoordinasi dengan Kementerian
Komuni asi d a  n Informatika terkai t  pemantauan, evaluasi, d a n
pelaporE t i audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE



(1) A u d i t  I [  rastru ur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
Pasal 47

ayat (1) hu ru f  a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kal i  dalam 2
(dua) tat- un oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
dibidan ; Komunikasi dan Informatika.

(2) A u d i t  I  i frastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
dilaksar akan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit
lnfrastr i ktur S P B E  s e s u a i  ke ten tuan  pe ra tu ran  perundang-
undan

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 48
(1) A u d i t  A a s i  E•PBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

huruf b i l a k u k  an pada Aplikasi Khusus.
(2) A u d i t  I p l i k a s i  S P B E  sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 1 )

dilaksar ;Limn brdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit
Aplikasi ;;PBE.

(3) A u d i t  k3 l i kas i  K h u s u s  sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  ( 1 )
dilaksar:Lkan paling sedikit 1 (satu) kal i  dalam 2 (dua) tahun oleh
Perangk 3t D a t  !rah y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g
K o m u n * s i  dar Informatika.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 49
(1) A u d i t  K amanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat

(1) hurt. f c dila<ukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah
dan Aplikasi Kh Isus.

(2) A u d i t  lc( amanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit
keaman, i z Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukLy paling sedikit 1  (satu) ka l i  dalam 2  (dua) tahun  oleh



(3)

Perangk 3 t D a (  !rah y a n g  menyelenggarakan u r u s a n  d i b i d a n g
Komuni asi  dar Informatika.
Audit I  :,!arrianan SPBE sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1 )
dilaksar k a n  b(!rdasarkan standar dan tats cara pelaksanaan audit
Keaman 3 n SPBI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYI _,ENGC ARAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SPBE

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 50
(1) U n t u k  i  z eningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE,

Manajerim SPI 1E, dan Audi t  TIK, serta pemantauan dan evaluasi
SPBE P  nerint; th Daerah, Wal i  Kota membentuk Tim Koordinasi
.,SYPBE PE r ierinta h Daerah.

(2) T i m  KoLt dinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayl : (1) yang terdiri atas:
a. t i m  l lengarE h;
b. t i m  I :oordin ator;
c. t i m  1 'elaksa na; dan
d. t i m e  valuat, )1. internal.

(3) T i m  Koci dinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ay. L (1)  be rada di  bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota.

(4) T i m  pen? arah s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu ru f  a yaitu
Wali K c  ta yang bertugas memberikan arahan d a n  menetapkan
kebijaka SPBE pada Pemerintah Daerah.

(5) T i m  k m '  dinato sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2) h u r u f  b
dipimpir o l e h  Sekretaris Daerah d a n  beranggotakan Perangkat
Daerah r i n g  ntenyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan
Informat ::a, Pei angkat Daerah yang memiliki kewenangan terkait
perencar ; tan fDaerah d a n  Perangkat  D a e r a h  y a n g  m e m i l i k i
kewenar. E an terl p e n g e l o l a  keuangan Daerah.



(5)

(6)

(7)

(8)

Tim pel; icsana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu ru f  c yaitu
seluruh I trangl at Daerah sebagai pelaksana SPBE.
Tim eva uator it itemal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru f  d
dipimpir L o l e h  Asisten Administrasi U m u m  d a n  beranggotakan
Bagian )  rganisi tsi Sekretariat Daerah.
Koordin i :or SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) rnempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan
kebijaka t L SPBE di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah Mandiri TIK

Pasal 51
(1) D a l a m  -angka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan

kapasit P e m e  -intah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi
kebutuf n  s e r  to t un tu tan  layanan berbasis T IK ,  m a k a  dapa t
ditetapk = n Pera igkat Daerah Mandiri TIK.

(2) Penetap a a Pere ngkat Daerah Mandiri  TIK sebagaimana dimaksud
pada a3 Lt (1) di lakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi
kelayak i i terha dap Perangkat Daerah.

(3) Proses :eni la ia a evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah
sebagaii:- ana d  imaksud pada ayat  (2) d i lakukan o leh Perangkat
Daerah -ang rt.enyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan
Informa lea.

(4) Proses  :eni la ia a evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah
sebagaii ana i l imaksud  p a d a  a y a t  ( 2 )  d i laksanakan d e n g a n
berdasa can pa la kriteria sebagai berikut:
a. m e  r .iliki Si ember Daya Manusia TIK; dan
b. t e l E  IL m e n  Liliki kemampuan d a n  pengalaman membangun,

me: igelola dan/a tau  mengembangkan Apl ikasi  SPBE secara
ma i diri.

Berdasa - can h  Lsil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap
Perangk 3 t Daer th sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat
Daerah 3 ang IT enyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan
Inforrnaika m f  ngusulkan Perangkat Daerah yang  layak  u n t u k
ditetapk 3 n seba ;ai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Wall Kota.



(6) B e r d a s  k a n  u!,uIan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota
meneta- ) can Pe rangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Wali

Kota.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pasal 52
(1) T i m  I  )ordim- .si S P B E  P e m e r i n t a h  D a e r a h  me laksanakan

pemant E a n  m  evaluasi mandir i  terhadap implementasi SPBE.
(2) P e m a n t  i a n  dan eva luas i  S P B E  be r tu j uan  u n t u k  m e n g u k u r

kemajth 1  dan rneningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah,
mengiduttifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan
Arsitekt r  SPBE dan Peta Rencana SPBE.

(3) Pe laksa i aan pe mantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ( Lilakuk an sesesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
u n d a n g .

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 53
Pendanaan :)e1aksE naan S P B E  d i  l ingkungan Pemerintah Dae rah
bersumber (  nri ank garan pendapatan dan  belanja Daerah dan / a tau
sumber laini r Ta yang sah dan t idak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan pe 7indani;- undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Peraturan W; i i Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar se t i ap  o r a n g  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan 1.k F li KotL i n i  dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palu.



Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALL KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID
San= .11 sesuai dengan aslinya

K:pala BiLgian Hukum,

(
SNA

NIP.1 2 0 5  1 9 9 5 0 3  2 005


